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PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Tujuan reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas
pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birakrasi
yang efektif, efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi
yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan
adminisitrasi pemerintahan sehingga lebih menceminkan birokrasi mam.:;u menjalankan fungsi
pemerintahan sesuai dengan kreteria tersebut,

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kreteria, efektif, efisien
dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) pada seluruh proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya standard operating
procedures (SOP) penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai
bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau 'bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka

: dapat ditemukan Penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas
pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Demikian pula pada hal ini Bappeda Provinsi NTB dapat membuat Standar Operasional

Prosedur (SOP) sejumiah 69 SOP dari keseluruhan yang ada di dalam lingkup kantor Bappeda, dan
sudah terselesaikan dengan baik.

2. TUJUAN

a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya.

b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugas.

c. Meningkatkaln efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual -
pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

d. Membantu pegawai menjadi lebih mendiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen,

sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.



Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara kongkrit untuk
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasi oleh pegawai dalam

melaksanakan tugasnya.

Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya.

Sebagai instrument yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena

tuduhan melakukan penyimpangan.

DASAR HUKUM

a.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas KKN.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tentang Tata Cara peran Serta Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Negara.

inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pubilik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
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UAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN, PENULISAN,
IDENTIFIKASI DAN DIAGRAM ALUR (flowchart) SOP

Satuan Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP

SOP yang akan dikembangkan Alasan Pengembangan
Bidang Prosedure
A Sekretariat 1. Pembuatan Renstra 1.  Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tetntang
2. Pembuatan Renja Pembentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
3. Rakor Kepala Bappeda se NTB Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
4. Pembuatan LAKIP 2. Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1971 Tentang
5. Pembuatan Laporan Tahunan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan :
6. Forum SKPD 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
7. Penyusunan RKA 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8
8.  Penyusunan RKAP Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyusunan DPA 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
10. Penyusunan DPPA Keuangan Negara;
11. Pelaksanaan Pra Musrenbang 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
RKPD Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
13. Pembuatan Daftar Hadir Pemerintahan Daerah;
14. Pengadministrasian Surat Keluar | 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
15. Pengadministrasian Surat Masuk Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
16. Pembuatan DP3 Pemerintah Daerah:
17. Pengurusan Kenaikan Pangkat 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
18. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Kearsipan;
19. Penerbitan Surat ljin Cuti 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 Tentang
20. Pembuatan Daftar Urut Disiplin Pegawai;
Kepangkatan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang
21. Pembuatan Usulan Pensiun Penyusutan Arsip ;
22. Pengurus Barang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
23. Pengajuan SPP-SPM UP Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
24. Pengajuan SPP-5PM GU Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Pengajuan SPP-SPM LS 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Daearah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;




17,

18.

19,

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
ladwal Refensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian
Provinsi NTB ;

Keputusan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Pengelolaan InAktif dan Statis;

B. Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi

Penyusunan rencana kerja
anggaran pembangunan
koordinasi subbidang Pertanian
dan Kelautan

Koordinasi penyusunan RKA
subbidang Pertanian dan
Kelautan

Melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi Koordinasi subbidang
Pertanian dan Kelautan
Meyiapankan bahan Evaluasi
Koordinasi sub bidang Pertanian
dan Kelautan

Penyusunan rencana kerja
anggaran pembangunan
Koordinasi Subbidang Industri
dan Keuangan

Koordinasi penyusunan RKA sub
bidang Industri dan Keuangan
Melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi Koordinasi Subbidang
Industri dan Keuangan
Menyiapkan bahan Evaluasi
Koordinasi Sub bidang Industri
dan Keuangan

10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah anatara Pemerintah ,
Pemda Prov. Dan Pemda Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; .
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) NTB 2009 - 2013

Peraturan Gubernur NTB Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB

. Perencanaan Tata
Ruang dan
Prasarana

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sub Bidang
Prasarana Wilayah yang disusun
SKPD

Monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan yang berhubungan
dengan ke-PU-an, Perhubungan,
dan Perumahan

Koordinasi Kegiatan WISMP 1I
Penyusunan laporan Bulanan,
Triwutan, dan Tahunan
Penyelenggaraan DAK Bidang
Infrastruktur

Monitoring dan evaluasi kegiatan
WIMSP 11

Menyusun program kerja
prasarana wilayah,
pembangunan tata ruang dan
SDA.

Perencanaan pembangunan,
pekerjaan umum, perhubungan,
pertambangan dan energi, Tata
Ruang dan SDA

Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemda Prov. Dan Pemda Kab/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.
Tahun 2009-2029

Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Prov.NTB.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013.

Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,




10.

1.

12:

13.

14.

Penyiapan Bahan Penyusunan
Rencana Dan Program
Pembangunan Perencanaan Tata
Ruang Dan SDA

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sub Bidang Tata
Ruang dan SDA Yang Di Susun
SKPD

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pembangunan yang Berhubungan
dengan Tata Ruang dan SDA
Menvyiapkan bahan Evaluasi di
bidang Perencanaan
Pembangunan Tata Ruang dan
SDA

Penyediaan Kebutuhan Data
Dalam Kaitannya Dengan
Perencanaan Tata Ruang Dan
Sumber Daya Alam Sesuai Dengan
Ketersediaan Data/Permintaan
Masyarakat.

Koordinasi Penataan Ruang

8.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Gubernur NTB No. 26 tahun 2009 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun
2011.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi NTB Nomor: PHD-108/PK/2012
tanggal 27 Februari 2012.

D. Perencanaan
Pembangunan
Sosial

Penyusunan Rencana Aksi
Pemberantasan Korupsi (RADPK)

Evaluasi Kinerja SKPD Pasca
pelaksanaan SCBD-P

Menyusun rencana program kerja
pembangunan koordinasi sub
bidang kesejahteraan rakyat

Penyusunan Dokumen Matrik
Data Base Koordinasi Bidang PPS

Penyusunan Dokumen Keglatan
AMPL/STBM/PPSP Bidang PP5

Penyusunan Dokumen Evaluasi
Kinerja Gerakan 3 A (AKINO,
ABSANO, ADONO)

10.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tetntang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Bebas dari Nepotisme:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang
Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagi Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemeintah Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) NTB 2009 - 2013

E. Evaluasi dan
Pelaporan

Penyusunan/penulisan
inventarisasi program/kegiatan
DIPA dan DPA
Penyusunan/penulisan buku
laporan konsolidasi triwulan
pelaksanaan kegiatan DIPA
dekonsentrasi dan TP Provinsi
NTB

=

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;




N

L

10.

Penyusunan progress report
kinerja program unggulan NTB
bersaing

Penyusunan/penulisan buku LKPI
Revisi RPIP

Evaluasi dokumen perencanaan
Penyusunan dokumen
perencanaan RKPD

Penyusunan dokumen
perencanaan KUA/PPAS
Penyusunan Perda system
perencanaan pebangunan daerah
Penyusunan dokumen
perencanaan RPIMD

10.

11,

PP Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

PP Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga;

PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan
tugas Pembantuan;

Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025;

Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2009 —2013.

F. Statistik

Penyusunan Buku NTB Dalam
Angka;

Penyusunan PDRB Provinsi NTB;
Penyusunan ICOR 2011 Provinsi
NTB;

Fasilitasi Karya Tulis tentang NTB;
Penyusunan Sistem Informasi
Profil Daerah (SIPD)

Penyusunan Buletin Info Bappeda
Pelayanan Internet

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Nota Kesepahaman antara Kepala Bappeda Provinsi NTB
dengan Kepala BPS Provinsi NTB tentang Penyusunan
Data Statistk untuk mendukung Perencanaan
Pembangunan Provinsi NTB;

Disyahkan
” Kepala Bappeda Provinsi NTB

.Ir.H.Ros i, M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610608 198703 1 002




